
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 8umi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T ahun 1985 Nomor 68, T ambahan LembaranNegara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebaga,mana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lemba,an Negara Repubfik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 62. Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569): 

1. Undang-Undang Nomor 14 T anon 1950 ten tang Pembentukan 
Daerah·Oaerah Kabupaten Oalam lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Serita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
lingkungan Provinsi Djawa Baral (Lembalan Negara Republik 
lndOflesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

bahwa berdasarkan keteotuan Pasal 9 Peraruran Daerah 
Kabupaten Bekas, Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, maka Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelal<sanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 lebih lanjut Rincian darl 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 perlu <faetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 

Mengingat 

Menimbang 

TENT ANG 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BEKASI 
TAHUN ANGGARAN 2010 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 

NOMOR 2.9 -A T nU. ~P 

PERATURAN BUPATI BEKASI 



3 Undang-Undang NOmor 18 Tallun 1997 teniang Pajak Oaerah 
dan Retribus, Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana ielah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang_undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak oaerah dan Retribusi oaeran (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 2000 Nomor 246. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lemt>aran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688): 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyeklnggara Negara yang Bersih can Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisms (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tencang 
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembenwkan 
Peraturan PerUndang-Undangan {Lembaran Nega,a 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengefolaan dan T anggung Jawab Keuangan Negara 
{Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia 
Nomor 4400); 

10. Undang·Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo, 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralmir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik ln(lonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

- 



13.Peraturan Pemerintal> Nomor 6~ Tahun 2001 tentan9 PajaJ< 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 11 s. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138); 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negaia Repubhk Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembatan Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139); 

15.Peraruran Pemerinlah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik lndOnesia Tahun 2004 Nomor 90. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 ranon 2007 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Pemerinlah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan 
Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengetotaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

17.Peraruran Pemerinlah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara .Repubfik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574): 

19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Repubfik lndonesla 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4575); 

20.Peraturan Pemerintah Nornor 56 Tahun 2005 tentang $,stem 
lntormasi Keuangan Daerah (Lemtlaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4576); 

21.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4577); 

- 

!2.Uoeang-Unoang Nomor J3 Tal'IIJI\ 2004 1en1ang Penmbangan 
Keuangan Amara Pemenntah Pusat dan Pemetintahan 
Daerah (Lembaran Negaia Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 



23.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan Dan Penyerapan Standar P-yanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negaia Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

24.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 teotang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negaia Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara Republik 
Indonesia Nomor 4592): 

25.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 NO<nor 25. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614): 

26.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerin1ahan Daerah Provins, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4347): 

27.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Ke\Jangan Daerah 
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nornor 59 T ahun 2007 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Menten Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentat19 Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah; 

28.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaian Pendapatan <Ian 
Belanja Oaerah T ahun Anggaran 2008; 

29.Peraturan Menterl Dalam Negen Nomor 65 Tahun 2007 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daeiah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah; 

30. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasl Nomor 33 Tahun 2001 
tentang Visi dan Misi Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 15 Seri 0); 

31.Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Ke\Jangan Daerah 
(Lembaran oaeran Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1): 

22- "eraturan Pemenntah Nome< 58 Tahun 2005 tentang 
?engeiOlaan Keuangan Daerall (Lembaran Negara Republik 
tndooes,a Ta,'lun 2005 Nomor 140. Tamballan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



Rp. 1.735.259.432.745.00 Jumlah Pendapatan 

Rp. 258.671.098.123,00 
Rp.1.147.007.099.045,00 
BP 329.581.235.:;11.oo 

a. Pendapatan Asll Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah 

Pasal 1 

Laporan reatisasl anggaran tahun anggaran 2010: 
1 . Pendapatan 

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PEtAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA OAERAH KABUPATEN BEKASI 
TAHUN ANGGARAN 2010. 

Menetapkan ; 

MEMUTUSKAN : 

32 Peraturan Daeran Kabupalen BekaSI Nomor 13 Tahun 2007 
tentang Rencana PembangtJnan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bekas1 Tahun 2007-2012 (lembaran Daerah 
Kabopaten Bekasi T ahun 2007 Nomor 13); 

33.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Orgarusasi Perangkat oaerah Kabupaten Bekas, 
(Lembaran Dae rah Kabupaten Bekasi T ahun 2009 Nomor 7) 
sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bekasi Norn or 4 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 
Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun2011 Nomor 4); 

34. Peraturan oaeran Kabupaten Bekasi Nornor 8 Tahun 2009 
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2010 (Lembaran oaeran Kabupaten Bekasi 
Tahun 2009 Nomor 8): 

35.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2010 Nomor 5); 

36.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Pertanggungjawaban Pelal<sanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tanun Anggaran 2010 (l.embaran Oaerah 
Tahun 2011 Nomor 5) 

37. Peraturan Bupab Nomor 25 ranun 2010 tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaeran 
Tahun Anggaran 2010 (Serita Daerah Tahun 2010 Nomor 25); 

38.Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang PenjSbaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan Clan Belanja Oaerah 
Tahun Anggaran 2010; 



• 

Lamp,ran set,aga,mana dunaksud datam pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian 
yang tidak te,piSa!ikan dan Peraturan Bupati Bekasi ini. 

Pasal 5 

Penjabaran laporaii reansasl anggaran sebagaimana tsrcantum dalam Pasal 3 
tercantum dalam lamplran II Peraturan Bupati Bekasi ini. 

Pasal4 

Ringkasan laporan reausast anggaran sebagalmana dimaksud datarn Pasal 1 
terinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisas, anggaran. 

Pasal3 

Ringkasan laporan realisasl anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Bekasi ini. 

Pasal 2 

Sisa lebih pembiayaan anqqaran tahun berkenaan R.p. 498.569.471.123,00 
Rp. 4§4.192.551.878.00 Jumlah Pembiayaan Neto 

Rp. 478.992.551.878,00 
Ro. 14.800.000.000.00 

Rp. 57.044.256.512,00 
Rp. 299.040.675.655,00 
Rp. 391 290.243.010.00 
Rp. 747.375.175.177,00 

Rp, 1.700.882.513.SOOJ)O 
Rp. 34.376.919.245,00 

Rp. 953.507.338.323,00 
349.952.100.00 BP 

Rp. 735.080.171.878,00 
Rp. 100.803.372.645,00 
Rp. 55.554.715.700.00 
Rp. 18.850.990.000.00 
Rp. 42.868.136.000.00 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Jumlah Belanja 
Surplusl(Oefis,t) 

b. Belanja L.at!gsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Sarang can Jasa 
3) Belanja MOclal 

2 BeJanJa 
a Belan1a Tldak Langsung 

1} Belanta Pegawai 
2) Belan1a H,bah 
5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Betanja Sagi Hasil 
7) Belanja Bantuan Keuangan 
8) Belanja Tidak Terduga 



f.~'BUPATI BEKASir · 

Ditetapkan di Cil<arang Pusat 
pada tangga 7 S•rusber 2011 

Peraturan Bupati Bekasl inf mula, berlalru pada tanggal diundangkan. 

Agar seuap orang mengetahulnya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati Bekasi ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bekas,. 

Pasal6 


